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Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of morale, frequency of tax reporting
training, and subjective norms againts tax compliance through understanding accounting. This
research was carried out at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon. This study uses
primary data obtained from the questionnaire. The sample used in this study is a Micro, Small
and Medium Enterprises Taxpayers registered at KPP Pratama Cilegon. The sampling
technique used is purposive sampling. 145 questionnaires were distributed, and 145
questionnaires were returned. Data were analyzed using Statistical Product and Service
Solution (SPSS) version 23. The results of this study indicate that morale, subjective norms and
understanding of accounting have a significant effect on tax compliance, while the frequency
of tax reporting training does not affect tax compliance. Morale and subjective norms do not
affect the understanding of accounting, while the frequency of tax reporting training influences
the understanding of accounting. Morale, frequency of tax reporting training, and subjective
norms have no effect againts tax compliance through understanding accounting.

Keyword: moral, tax reporting training, subjective norms, tax compliance

PENDAHULUAN

Pertimbangan kepatuhan pajak tidak hanya didasarkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga
faktor non ekonomi. Dalam hal ini faktor non ekonomi yang dimaksud adalah moral pajak (tax
morale). Pendekatan moral pajak merupakan alternatif kebijakan di tengah keterbatasan
pendekatan ekonomi. Kepatuhan pajak didorong tidak hanya sebagai akibat dari tindakan
pengawasan, tetapi juga hasil dari internalisasi pajak sebagai norma sosial di masyarakat (Alm
dan Torgler, 2012). Menurut Torgler (2012), Dalam penerapannya moral pajak dipengaruhi tiga
faktor utama. Masing-masing adalah aturan moral, sistem pajak yang adil, dan hubungan wajib
pajak dengan pemerintah.

Adanya fenomena kasus yang terjadi di dunia perpajakan Indonesia belum lama ini yang
dirilis Okezone.com pada tanggal 3 Oktober 2018, tim penindakan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Ambon
terkait suap pengurangan pajak pribadi. Kasus tersebut memberikan dampak kepada berbagai
wilayah di Indonesia, salah satunya wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon
yang membuat fiskus kehilangan kepercayaan dari wajib pajak. Kondisi ini menyebabkan
masyarakat dan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Cilegon berusaha untuk mengindari pajak.
Pendekatan moral yang dilakukan KPP Pratama Cilegon guna meningkatkan kepercayaan
wajib pajak hanya berada pada lingkungan kantor pelayanan saja, sedangkan untuk diluar
kantor belum dilakukan secaa intensif, dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai KPP Pratama
Cilegon. Oleh karena itu, kesadaran moral hanya akan terjadi jika ada kepercayaan yang tinggi
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dari wajib pajak kepada pemerintah. Hal ini dilakukan dengan meyakinkan wajib pajak bahwa
uang pajak tidak akan dikorupsi, hasil pajaknya terlihat nyata, dan penggunaannya cukup
transparan.

Kepatuhan perpajakan juga bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai
perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan dari setiap wajib pajak menjadikan faktor
rendahnya kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan
merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini dapat
berupa pelatihan pelaporan perpajakan. Pelatihan pelaporan perpajakan sangat dibutuhkan
khususnya untuk wajib pajak yang menjalankan usaha untuk meningkatkan pengetahuan
perpajakannya. Pengetahuan pajak mengacu pada proses, di mana pembayar pajak menjadi
sadar akan peraturan pajak dan informasi terkait pajak lainnya (Oladipupo dan Obazee, 2016).

Norma subjektif memiliki peran penting dalam memotivasi atau mendorong kepatuhan
wajib ajak (Putri, 2017). Presiden International Tax and Investment Center (ITIC), Daniel Witt,
dikutip dari CNN Indonesia pada 9 Oktober 2018, mengatakan bahwa langkah pendekatan
tekanan sosial akan efektif jika masyarakat sedari awal punya kesadaran untuk membayar pajak.
Disamping itu, norma subjektif berupa motivasi atau dorongan dari lingkungan tempat tinggal
berperan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Motivasi atau dorongan akan kesadaran pajak salah satu diantaranya diperoleh dari fiskus
yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon. Langkah yang dilakukan oleh KPP
Pratama Cilegon di tahun 2018 yaitu mengadakan kegiatan fax-gathering dengan mengundang
wajib pajak perusahaan besar dan perusahaan perorangan untuk diberikan penghargaan atas
komitmen dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon. Akan
tetapi, penghargaan untuk wajib pajak dengan kontribusi kecil terhadap penerimaan pajak di
KPP Pratama Cilegon masih belum aktif dilakukan. Oleh karena itu, dari kondisi tersebut
diharapkan dapat menimbulkan norma subjektif pada kalangan wajib pajak yang lebih luas
untuk lebih mematuhi pajak.

Pemahaman tentang akuntansi juga menjadi bagian penting dari kepatuhan dalam
membayar pajak. Pengusaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha
yang dijalankan jika mampu memahami cara pencatatan yang benar. Selanjutnya mereka dapat
mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat, dan dapat menghitung pajak yang akan
disetorkan dengan benar. Pemahaman ketentuan dalam perpajakan juga penting karena dengan
memahami ketentuan dalam perpajakan maka pengusaha tahu tata cara membayar pajak yang
benar dan tepat (Sumianto, 2015).

Fenomena penelitian ini adalah banyaknya para wajib pajak UMKM yang belum mencatat
laporan keuangannya sesuai standar yang berlaku secara umum baik dari sisi akuntansi maupun
perpajakan (KPP Pratama Cilegon, 2020). Berdasarkan informasi yang didapat dari pegawai
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon, wajib pajak UMKM yang melaksanakan
pencatatan atau pembukuan dengan baik kurang lebih hanya 30 persen. Sisanya masih banyak
yang belum melaksanakan pencatatan atau pembukuan di dalam kegiatan usahanya dengan baik.
Hal ini berdampak pada kesulitan dalam penentuan besaran pajak terutang, karena besaran
omzet usaha yang diperoleh tidak diketahui. Banyak wajib pajak yang menentukan besaran
pajak yang disetor dengan menyamai setoran pajak pada masa pajak sebelumnya. Oleh sebab
itu, dari kesulitan tersebut banyak diantaranya yang mangkir dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of planned behavior (TPB) dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen yang pada
awalnya adalah teori rasional. Menurut Ajzen, theory of planned behavior (TPB) menjelaskan
bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada niat untuk berperilaku (Galib,
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2018: 2). Menurut Nurinasari (2016: 4) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga
faktor penentu yaitu:
a. Behavioral Beliefs

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi
atas hasil tersebut.
b. Normative Beliefs

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk
memenuhi harapan tersebut. Atau normative belief adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai
harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui
harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan normative
beliefs adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang
akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.
c. Control Beliefs

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau
menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal
yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Atribusi memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu. Menurut
Myers, kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk
menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Attribution
theory (teori sifat) merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu
menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani sejumlah tes bisa memastikan apakah
perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat
karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan
terhadap situasi tertentu(Fahmi, 2016: 6).

Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Frizt Heider, yang menemukan bahwa
setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (pseudo scientist) yang berusaha
untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-
potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-
sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk
mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu (Fahmi, 2016: 6). Atribusi
mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri.
Teori atribusi dapat menjadi dasar penjelasan atas kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap
dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang
lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.
Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali
pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan
kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang
dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti
adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Menurut Purnaditya dan Rohman (2015: 3) penentuan dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai
berikut:

a. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku
yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa
disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa
disebakan secara eksternal.
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b. Konsensus

Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa dan
merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut
disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut
disebakan secara eksternal.
c. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin
konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, jika semakin
tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan
dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya
persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain
dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut.

Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Moral dalam perpajakan, dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak.
Menurut Sani dan Habibie (2017: 82) moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk mematuhi
dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang barang
publik. Moral pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur
dalam masalah perpajakan (Astuti dan Panjaitan, 2018: 60). Dengan demikian, moral
memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan.

Penelitian (Astuti & Panjaitan, 2018) menunjukkan bahwa moral pajak mempunyai
hubungan dan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut juga
didukung oleh penelitian yang dilakukan Chrissanjaya (2018) yang menunjukkan bahwa moral
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka
hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Pengaruh Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib
Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak.
Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok
wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015: 6).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya wajib
pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) diantaranya dengan memberikan pelatihan pelaporan perpajakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adiatma, Handayani, dan Hidayat (2015)
menunjukkan bahwa edukasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Ardy, Kristanto, dan Damayanti (2018) yang
menunjukkan bahwa tax socialization (sosialisasi pajak) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tax compliance (kepatuhan pajak). Penelitian Wicaksono, Nazar, dan Kurnia (2018)
menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai hubungan dan berpengaruh
signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan. Berdasarkan hal tersebut,
maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2: Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM.
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Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Norma subjektif adalah satu jenis tertentu dari norma yang belum mendapat banyak
perhatian di bidang kepatuhan pajak, yang didefinisikan sebagai norma yang dimiliki oleh
individu yang berasal dari rujukan orang lain (teman, keluarga, rekan kerja dekat) tentang
perilaku (yaitu, dalam hal ini kasus, apakah mereka setuju atau membiarkan penggelapan pajak).
Norma subjektif tidak terlepas dari theory of planned behavior (TPB), yang menghubungkan
keyakinan dengan perilaku (Sani dan Habibie, 2017: §3).

Penelitian Galib, Indrijawati, Rasyid (2018) menemukan subjective norms (norma subjektif)
berpengaruh signifikan positif terhadap tax-payer compliance (kepatuhan wajib pajak) melalui
intention (niat). Penelitian tersebut bebeda dengan penelitian yang dilakukan Sani dan Habibie
(2017) yang menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3: Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. Akuntansi
mempunyai peranan dalam perpajakan untuk menentukan objek pajak, karena proses
pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat. UMKM
diwajibkan membuat pencatatan/pembukuan guna memberikan informasi mengenai pelaporan
akuntansi untuk menentukan pajak pendapatan, pajak kekayaan dan laporan lain yang
diperlukan dalam pembayaran pajak (Sumianto, 2015: 43).

Penelitian Rivan dkk. (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh
signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan. Selanjutnya penelitian oleh
Sani dan Habibie (2017) menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Dartini dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa
pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal
tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H4 : Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak
UMKM.

Pengaruh Moral Terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM

Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya individu memperhatikan nilai-nilai yang
diyakini dalam dirinya. Terkait dengan perilaku wajib pajak dalam pelaporan pajak, dapat
dikatakan bahwa kewajiban moral pajak merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang
diyakini seseorang mengapa dia membayar pajak (Syahputri, 2015: 5). Menurut Rakhmad
(dalam Syahputri: 5), individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal
seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh daripada individu yang
kurang memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, dengan moral yang baik akan membuat
individu tergerak untuk memahami akuntansi supaya dapat mempermudah dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sani dan Habibie (2017), menunjukkan bahwa moral
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Berdasarkan hal tersebut,
maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
HS: Moral berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

Pengaruh Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Terhadap Pemahaman Akuntansi
Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar
mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun, 2016:29). Sosialisasi perpajakan
berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah
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proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015; 6). Pelatihan pelaporan
perpajakan atau berupa penyuluhan merupakan suatu bentuk pengembangan program
pelayangan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, jika individu
memahami pelaporan perpajakan secara otomatis dapat mendorong individu untuk
meningkatkan pemahaman akuntansinya.

Sumianto dan Kurniawan (2015) menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi dan
pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar
pajak. Sementara itu Ardy, Kristanto, dan Damayanti (2018) menunjukkan bahwa tax
socialization (sosialisasi pajak) berpengaruh positif terhadap tax compliance (kepatuhan pajak).
Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H6: Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman
akuntansi wajib pajak UMKM.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM
Putri (2017:14) mengemukakan norma subjektif diartikans ebagai faktor sosial yang
menunjukkan tekanan sosial yang dipersepsikan untuk memutuskan atau tidak memutuskan
walaupun keputusan sendiri menguntungkan jika pertimbangan orang lain tidak dianggap
penting keputusan itu bisa gagal. Norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh
sosial dalam membentuk perilaku tertentu.Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh
oleh tekanan sosial. Sani dan Azwansyah Habibie (2017), menunjukkan bahwa norma subjektif
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Berdasarkan hal tersebut,
maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
H7: Norma subjektif  berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi
wajib pajak UMKM.

Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Wajib
Pajak UMKM

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun
kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Karena adanya kecenderungan dan kecondongan
atau tendensi pribadi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya, maka keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih wajib pajak untuk
mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan (Syahputri, 2015: 5). Individu yang
mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya
akan cenderung lebih patuh daripada individu yang kurang memperhatikan hal tersebut.

Appah dan Wosowei (2018) menunjukkan bahwa social norms and morale norms (norma
sosial dan norma moral) berpengaruh signifikan terhadap fax compliance intentions (niat
kepatuhan pajak). Sementara itu Wicaksono dkk. (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan
wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak OP non-karyawan.
Selanjutnya penelitian Sani dan Habibie (2017), menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui variabel pemahaman akuntansi.
Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
HS8: Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib

pajak UMKM.

Pengaruh Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak
Melalui Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM

Menurut Widodo (2015: 82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam
meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistemastis sehingga mampu memiliki kinerja
yang professional di bidangnya. Pelatihan pelaporan perpajakan adalah upaya yang dilakukan
oleh DJP untuk memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan dan tata
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cara perpajakan dengan baik dan benar. Pelatihan pelaporan perpajakan dan pelatihan akuntansi
dikalangan wajib pajak khususnya pelaku UMKM sangat dibutuhkan untuk meningkatkan
kepatuhan pajak (Sani dan Habibie, 2017: 95).

Ardy, Kristanto, dan Damayanti (2018) menunjukkan bahwa tax socialization (sosialisasi
pajak) berpengaruh positif terhadap tax compliance (kepatuhan pajak). Dan pada variabelzax
knowledge (pengetahuan pajak) signifikan positif terhadap tax compliance (kepatuhan pajak).
HO9: Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi
Wajib Pajak UMKM

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu saat satu atau
lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan
memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. Menurut Syahputri (2015: 5), norma
subjektif adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang
terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Jika individu merasa itu adalah hak pribadinya
untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya,
maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.
H10: Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman

akuntansi wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif (explanatory research) pada tingkat
asosiatif kausal dengan teknik survei untuk menganalisis hubungan kausalitas antara moral,
frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan, norma subjektif, dengan kepatuhan pajak melalui
pemahaman akuntansi. Artinya ada variabel yang memengaruhi (variabel independen), dan
variabel yang dipengaruhi (variabel dependen). Sedangkan metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian kuantitatif.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:8). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM
yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cilegon. Jumlah populasi dalam penelitian
ini sebanyak 1.333 wajib pajak UMKM.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik yang
telah ditetapkan. Pertama, pelaku usaha dibidang UMKM dengan memiliki nomor pokok wajib
pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cilegon. Kedua, wajib pajak
UMKM dengan omzet usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun. Ketiga,
wajib pajak UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pajak
UMKM dan data responden yang diberikan berdasarkan point tersebut dari KPP Pratama
Cilegon adalah sebesar 100 wajib pajak UMKM.

Teknik analisis jalur (path analusis) dikembangkan dari analisis regresi berganda dengan
menggunakan variabel mediator atau intervening dengan persamaan sebagai berikut:

Z (Pemahaman) = pMoral + pFrekuensi + fNorma + el ............................ (Persamaan 1)
Y(Kepatuhan)= fMoral + pFrekuensi + fNorma +fPemahaman+ e2 .......... (Persamaan 2)
Keterangan:

Variabel Independen : Moral, Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan, Norma Subjektif
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Variabel Dependen  : Kepatuhan Pajak
Variabel Intervening: Pemahaman Akuntansi
B: Koefisien variabel

e: error/variabel pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada wajib pajak
UMKM yang berkunjung ke KPP Pratama Cilegon. Pengolahan data dalam penelitian ini
menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) 23. Data yang diolah merupakan
jawaban responden terkait dengan pengaruh moral, frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan,
dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Perolehan data
dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020 sampai 24 Mei 2020. Jumlah kuesioner yang dibagikan
kepada responden sebanyak 145 kuesioner. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 145
kuesioner. Kuesioner tidak lengkap sebanyak 45 kuesioner. Sehingga jumlah sampel dari
kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari moral, frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan,
dan norma subjektif sebagai variabel independen, pemahaman akuntansi variabel intervening,
dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Data variabel-variabel tersebut diuji secara
deskriptif dengan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Moral 100 14 25 20.00 2.193
Frekuensi Pelatihan 100 16 39 32.01 3.844
Pelaporan Perpajakan
Norma Subjektif 100 9 25 20.02 2.502
Pemahaman Akuntansi 100 24 53 43.16 4.737
Kepatuhan Pajak 100 39 60 49.60 4.171
Valid N (listwise) 100
Sumber: Data primer yang diolah (2020).

Tabel 4.18

Pengaruh Moral, Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan,
Norma Subjektif, Pemahaman Akuntansi Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Pajak

Unstandardized
Model Coefficients T Sig
Beta
(Constant) 21,952 5,394 0,000
Moral 0,497 2,616 0,010
Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan 0,021 0,184 0,854
Norma Subjektif 0,440 2,546 0,012
Pemahaman Akuntansi 0,190 2,308 0,023

Sumber: Data diolah dari lampiran (2020).

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh angka t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,616 >
1,98525), menjelaskan bahwa moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak
UMKM. Angka signifikansi pada variabel moral sebesar 0,010 < 0,05, artinya variabel moral
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga
hipotesis pertama diterima.
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Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh angka t-hitung lebih kecil dari t-tabel (0,184 <
1,98525). Angka signifikansi pada variabel frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan sebesar
0,854 > 0,05. Artinya variabel frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis
kedua ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh angka t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,546 >
1,98525). Angka signifikansi pada variabel norma subjektif sebesar 0,012 < 0,05. Artinya
variabel norma subjektif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib
pajak UMKM, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh angka t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,308 >
1,98525). Angka signifikansi pada variabel pemahaman akuntansi sebesar 0,023 < 0,05.
Artinya variabel pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM sehingga hipotesis keempat diterima.

Moral Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah moral berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Berdasarkan pengujian, diperoleh bukti bahwa moral
mempunyai berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis
pertama diterima. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti dan Panjaitan (2018),
Chrissanjaya (2018) mendukung hasil dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan
pejelasan theory of planned behavior bahwa perilaku individu timbul karena adanya niat untuk
berperilaku.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa jika wajib pajak dengan moral perpajakan
yang rendah akan diikuti dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah. Oleh karena itu,
moral memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa moral berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan
Pajak Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah frekuensi pelatihan pelaporan
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil
pengujian, diperoleh bukti bahwa frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak mempunyai
pengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis kedua ditolak.
Penelitian Adiatma, Handayani, dan Hidayat (2015) tidak mendukung hasil penelitian ini,
dimana menyatakan bahwa edukasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitiann ini sejalan dengan Listyowati dkk. (2018) dimana pengetahuan dan
pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan
demikian berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa frekuensi pelatihan
pelaporan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM

Norma Subjektif Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bukti
bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga
hipotesis ketiga diterima.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2014) sejalan dengan hasil penelitian
ini. Semakin tinggi norma subjektif dari setiap wajib pajak UMKM akan diikuti dengan
peningkatan kepatuhan perpajakannya. Wajib pajak dengan norma subjektif yang rendah akan
diikuti dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah.
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Pemahaman Akuntansi Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian,
diperoleh bukti bahwa pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM sehingga hipotesis keempat diterima. Penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Sani dan Habibie (2017) dan Sumianto (2015) sejalan dengan
hasil penelitian ini. Semakin tinggi pemahaman akuntansi dari setiap wajib pajak UMKM akan
diikuti dengan peningkatan kepatuhan perpajakannya begitupun sebaliknya.

Moral Tidak Berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah moral berpengaruh terhadap
pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, tidak diperoleh bukti
bahwa moral mempunyai pengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM,
sehingga hipotesis kelima ditolak. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan moral
pajak yang dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016) sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana
menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian dalam penelitian ini, diketahui bahwa wajib pajak dengan tingkat moral
yang rendah pun paham mengenai akuntansi dikarenakan tingkat kecerdasan masing-masing
individu berbeda-beda. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat
disimpulkan bahwa moral tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak
UMKM.

Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Berpengaruh terhadap Pemahaman
Akuntansi Wajib Pajak UMKM

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah frekuensi pelatihan pelaporan
perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan
hasil pengujian, diperoleh bukti bahwa frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh
terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis keenam diterima.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumianto dan Kurniawan (2015) sejalan dengan
hasil penelitian ini dan menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan
pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hasil pengujian
dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa jika wajib pajak dengan frekuensi pelatihan
pelaporan perpajakan yang keikutsertaannya rendah akan mempengaruhi tingkat pemahaman
akuntansinya yang tidak akan meningkat.

Norma Subjektif Berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh
terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh
bukti bahwa norma subjektif tidak mempunyai pengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib
pajak UMKM, sehingga hipotesis ketujuh ditolak. Penelitian Sani dan Habibie (2017) sejalan
dengan penelitian ini, yang menyimpulkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan
terhadap pemahaman akuntansi.

Hasil pengujian dalam penelitian ini, diketahui bahwa terdapat wajib pajak dengan norma
subjektif yang rendah pun paham mengenai akuntansi. Sebaliknya juga terdapat wajib pajak
dengan norma subjektif yang baik pun tidak paham mengenai akuntansi. Dengan demikian
berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa norma subjektif tidak
berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

Moral Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi
Wajib Pajak UMKM
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Hipotesis kedelapan yang diajukan dalam penelitian ini adalah moral berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan
hasil analisis diperoleh bahwa pengaruh tidak langsung (indirect effect) variabel pemahaman
akuntansi tidak terjadi dalam hubungan antara variabel moral terhadap variabel kepatuhan pajak.
Hasil penelitian mengimplikasikan bahwa moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
melalui pemahaman akuntansi, sehingga hipotesis kedelapan ditolak. Penelitian Dartini dan Jati
(2016) sejalan dengan hasil penelitian ini, yang memperoleh temuan bahwa transparansi tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi sebagai
suatu pengetahuan yang dimiliki oleh individu tidak dapat dijadikan faktor yang
menghubungkan moral dari wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian
berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa moral tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan
Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kesembilan yang diajukan dalam penelitian ini adalah frekuensi pelatihan
pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi
wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bukti bahwa bahwa pengaruh tidak
langsung (indirect effect) variabel pemahaman akuntansi tidak berjalan dalam hubungan antara
variabel frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan terhadap variabel kepatuhan pajak. Atas hasil
pengujian tersebut maka disimpulkan bahwa frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi, sehingga hipotesis
kesembilan ditolak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Listyowati, dkk. (2018) sejalan
dengan hasil penelitian ini, dimana pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian dalam penelitian ini,
menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh
individu, tidak dapat dijadikan faktor yang menghubungkan frekuensi pelatihan pelaporan
perpajakan dari wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Norma Subjektif Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman
Akuntansi Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kesepuluh yang diajukan dalam penelitian ini adalah norma subjektif
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bukti bahwa pengaruh tidak langsung (indirect effect)
variabel pemahaman akuntansi tidak terjadi dalam hubungan antara variabel norma subjektif
terhadap variabel kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Sani dan Habibie
(2017) sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana menyimpulkan bahwa norma subjektif tidak
berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.

Hasil pengujian dalam penelitian ini, diketahui bahwa variabel intervening pemahaman
akuntansi tidak memiliki pengaruh pada hubungan antara variabel norma subjektif terhadap
kepatuhan pajak. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan
bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman
akuntansi wajib pajak UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib
pajak UMKM. Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
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wajib pajak UMKM. Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak
UMKM.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa moral tidak berpengaruh terhadap pemahaman
akuntansi wajib pajak UMKM. Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap
pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap
pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Frekuensi pelatihan pelaporan
perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib
pajak UMKM. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui
pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan
sebagai berikut. Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sangat diperlukan guna
meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menjaga hubungan yang baik antara fiskus dengan
wajib pajak dan masyarakat dengan terus meningkatkan kepercayaan yang telah diberikan, agar
wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak serta masyarakat tidak ragu dan bangga
menjadi pembayar pajak.

Bagi wajib pajak UMKM hendaknya lebih meningkatkan moralitas perpajakannya serta
pentingnya motivasi atau dukungan dari lingkungan sekitar untuk mematuhi perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga
penerimaan pajak negara dari sektor UMKM akan terealisasi dan meningkat.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dengan mengembangkan penelitian ini dengan
cara mengkaji atau menambah variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib
pajak UMKM. Selain itu hendaknya penelitian selanjutnya, terkait dengan responden,
diharapkan lebih fokus pada satu kelompok UMKM apakah kepada kelompok mikro saja, kecil
atau menengah saja.
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